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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Dalam negara 

hukum diisyaratkan adanya perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Yang 

mana HAM merupakan syarat utama dan normatif dalam negara hukum yang melekat 

pada setiap warga negara Republik Indonessia1. 

Awalnya terdapat laporan kasus infeksi virus Corona baru (SARS-CoV-2) yang 

terdeteksi pada 17 November 2019, ketika seseorang berusia 55 tahun yang berasal 

dari provinsi Hubei mengalami penyakit serupa dengan “pneumonia”, yang kemudian 

diberi nama “COVID-19”. Jumlah pasien yang mengalami perkembangan menjadi 27 

orang pada 15 Desember 2019, kemudian menanjak drastis menjadi 60 orang pada 20 

Desember 2019. Yang mana tiga bulan kemudian China telah mengumumkan jumlah 

kasus “COVID-19” dan akhirnya mencapai 81.589 orang, dengan 3.318 orang 

meninggal dunia, dan 76.408 orang sembuh setelah mengalami positif “COVID-19”2. 

Berdasarkan sumber dari penelusuran data saat itu, tepatnya pada 5 Maret 2020, 

jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 diseluruh dunia mencapai angka 96.888 

orang. Pada 2 April 2020, virus ini mengalami persebaran ke 204 Negara di seluruh 

                                                           
1 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 

(Jakarta, Raja  Grafindo Persada, 2016). Hlm.1 
2 F.G Winarno, Pelajaran  Berharga Dari Sebuah Pandemi,  (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka 

2020), hlm. 2 
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dunia, dan kemudian menularkan kepada 1.001.078 orang, serta menyebabkan 

kematian3. Kejahatan yang sangat penting kiranya untuk dibahas kemudian menjadi 

perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia, Sering sekali muncul 

diberbagai daerah yang ada di Indonesia dan kemudian menjadi polemik bagi semua 

kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan fenomena 

sosial yang terjadi di dalam masyarakat. 

Faktor masalah kurangnya penanaman nilai-nilai moral yang terjadi di 

Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan 

masyarakat yang melakukan perbuatan salah dengan semata-mata bertujuan ingin 

memenuhi keinginan hidupnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar 

besarnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan 

sebab dari perbuatannya itu, hal ini tentu saja telah bertentangan dengan nilai-nilai 

moral dalam Pancasila yang menjadi dasar pelaksaan kehidupan manusia yang 

seharusnya berkesesuaian dengan amanat Pancasila itu sendiri. Selain itu juga ada 

sebab dari zaman yang semakin maju mengakibatkan lemahnya jaringan kesadaran 

masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti 

timbulnya bentuk-bentuk kejahatan yang semakin beragam. Hal ini terjadi karena 

melonjakknya kebutuhan- kebutuhan untuk melengkapi hasrat hidup seseorang. 

Adapun sangat diperlukan hukum yang efektif di dalam masyarakat agar dapat 

memberikan efek positif dan batasan bertindak dalam suatu hubungan antar 

                                                           
3 Ibid, hlm. 2 
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masyarakat itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi Efektifitas Hukum itu sendiri 

ialah. 

a. Hubungan peraturan hukum secara general, dengan keperluan aturan dengan 

warga negara menjadi tujuan peraturan hukum secara general. Karenanya 

jikalau peraturan yang dimaksudkan itu berupa perundang-undangan, maka 

lembaga legislator diharap bisa mengerti kebutuhan hukum dan sasaran atas 

diberlakuannya aturan itu.  

b. Penjelasan dasar atas suatu substansi peraturan, sehingga karenanya dapat di 

pahami dengan baik, target di berlakukannya peraturan tersebut. Formulasi 

peraturan itu haruslah dibuat dengan begitu bagus, jikalau peraturannya tertuls 

haruslah diatur secara seksama, dan dapat di mengerti dengan pasti. Walaupun 

pada faktanya akan tetap membutuhkan intrepetasi dari pihak-pihak yang akan 

menerapkan undang-undang tersebut. 

c. Pensosialisasian secara bagus teruntuk seluruh target peraturan tersebut. Kita 

tidak diperkenankan mempercayai gambaran aturan yang menetapkan jikalau 

seluruh warga yang berada diwilayah suatu tempat, dikira paham akan semua 

peraturan yang ada di tempatnya(negaranya). Mustahil jikalau seluruh warga 

secara general bisa tahu akan keberadaan suatu peraturan dan substansi nya, 

jikalau aturan hukum itu tidaklah disosialisaikan dengan optimal4. 

d. Jikalau aturan yang dimaksudkan merupakan undang-undang, seyogyanya 

                                                           
4 Dayanto, Peraturan Daerah Responsif, (Yogyakarta, CV. Budi Utama 2015),  hlm. 67 
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aturan akan bersifat melarang serta mengharuskan sesuatu, karena hukum yang 

melarang akan lebih ringan untuk dilakukan ketimbang hukum yang sifatnya 

mengharuskan. 

e. Sanksi yang diancam dalam peraturan hukum haruslah disesuaikan dengan 

watak peraturan hukum yang melanggar itu. Sanksi bisa dikatakan tetap untuk 

suatu sasaran belum tetntu tepat untuk sasaran yang lain.  

f. Berat atau ringan suatu hukuman yang diancam didalam aturan hukum haruslah 

sesuai dan dimungkinkan untuk dilakukan. Sebagai contohnya, sanksi denda 

yang dberikan oleh undang-undag lalu lintas yang berlaku di Negeri kita saat 

ini, terlalu membebankan jika melihat pada penghasilan rata-rata masyarakat 

Indonesia saat ini. Sanksi denda jutaan rupiah bagi pengendara umum yang 

tidak memliki sabuk pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu memberatkan 

jikalau dilakukan oleh mereka. Sebaliknya, hukuman yang begitu ringan akan 

membuat masyarakat Indonesia tidak akan takut untuk melakukan kejahatan5. 

g. Kemungkinan yang dilakukan oleh aparat untuk memproses terjadinya 

kejahatan itu adalah sangat memungkinkan, oleh karena itu berkemungkinan 

untuk diproses dalam setiap tahapan baik penyelidikan, penuntutan, dan 

penghukuman. Membuat peraturan yang mengancam kan ancaman bagi 

perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidakn nyata atau gaib ialah mustahil jika 

bekerja, karenanya tidak mungkin untuk ditegak kan melalui jalur hukum. Maka 

                                                           
5 Ibid, hlm 68 
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dari itu diancamkan sanksi bagi perbuatan  yang sering dikenal sebagai sihir 

adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan6. 

h. Peraturan yang sifatnya aturan mengandung moral tentang larangan, lebih 

bekerja  dari pada peraturan yang tidak sejalan dengan moral yang dijadikan 

panutan bagi manusia yang menjadikan sasaran di berlakukannya peraturan 

tersebut7. 

i. Bekerja atau tidak bekerjanya suatu peraturan hukum juga bergantung kepada 

kepada optimal dan professional atau tidak nya aparat penegakk hukum untuk 

menerapkan aturan itu. Diawali dari tahap formulasinya, pensosialisasiannya, 

menegakkan hukum nya, yang meliputi tahapan penemuan hkum berupa 

penggunaan pemikiran hukum, bentuk serta pelaksanaanya atas suatu peristiwa 

konkrit.  

j. Bekerja dan tidak nya satu aturan hukum secara general mensyaratkan lahirnya 

standar hidup sosial-ekonomi yang kecil didalam msyarakat. Juga sebelumnya, 

ketertiban umum sedikit banyak haruslah terjaga , karena mustahil bila 

efektifitas hukum akan terjadi dengan baik sesuai dengan keinginan sebelumnya 

jika masyarakat masih didalam keadaan kacau8. 

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan 

pasar. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah  barang yang tersedia 

                                                           
6 Ibid, hlm 69 
7 Ibid, hlm. 70  
8 Ibid, hlm 71 
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dari barang yang ditimbun, dimana beberapa oknum memilih untuk menahan suatu 

barang karena berbagai alasan. Perilaku yang demikian ini, memiliki pengaruh yang 

buruk bagi fluktuasi kemampuan pengadaan serta permintaan barang. Pada tingkatan 

Internasional contohnya, menumpuk barang membuat permulaan terjadinya krisis 

masal di bidang ekonomi, yang mana sangat menguntungkan bagi pihak-pihak 

tertentu, dengan adanya barang yang hendak dijual akan membuat mereka lebih 

tenang. Dalam sisi keuangan pun perbedaan antar pengimpor dan pembeli lokal 

dengan memberi kebebasan yang lebih kepada pengimpor untuk mendagankan barang 

yang di ekspornya, memiliki pengaruh seperti9. 

Jikalau para penjual diharuskan untuk menjual barang yang mereka impor, 

maka hal itu dapat berdampak kepada putus nya impor, hingga ketersediaan barang 

menjadi tidak baik, terkhusus saat pengadaan bergantung kepada import, yang mana 

akan menyebabkan kenaikan harga. S edangkan support impor menjadikan 

bertambah nya jumlah ketersediaan barang, sehingga penjual bersaing untuk 

menjualnya yang berdampak harga dapat mengalami penurunan10. 

Penimbunan masker yang dilakukan oleh beberapa orang ditengah penyakit 

yang mewabah saat ini, merupakan perbuatan sadar yang mana perbuatan tersebut 

dapat memunculkan nilai-nilai penindasan terhadap banyak manusia. Bayangkan, 

harga masker N95 yang semula berharga Rp. 20.000.00 melonjak naik menjadi Rp. 

300. 000.00 per sepuluh buah. Tentu dengan adanya sikap egois dari masyarakat dapat 

                                                           
9 Muhammad Ihsan, Fikih Ekonomi, (Cipinang, Pustaka Al-kautsar, 2006), hlm. 603 
10 Ibid, hlm. 604 



7 
 

 
 

merugikan keseimbangan perekonomian nasional.. Tepat pada 29 Maret 2020, Harian 

Yogja-Media massa Yogja memberitahukan dengan headline “ODP CORONA telah 

mencapai 464, kecamatan depok pada saat itu tentu saja harus diwaspadai karena 

adanya himbauan dari pemerintah daerah yang sudah jelas mengumumkan bahwa 

kegiatan keluar kota agar tidak dilakukan terlebih dahulu, berhubung tindakan yang 

demikian ini merupakan tindakan preventif agar virus ini tidak menyebar dengan 

pesat11. 

Adapun dari hasil rangkuman kasus penimbunan barang pokok disaat genting 

yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ialah apabila 

mencukupi ketentuan berupa: mencapai batasan-batasan yang mempersulit 

masyarakat untuk membeli barang yang ditimbun, karena, penimbunan barang tidak 

terjadi selagi daalam keadaan seperti ini. Jikalau penumpukan barng tidak terjadi. 

Dengan kata lain, tidaklah adanya penyelewengan  atas barang itu, sehingga bisa 

diperjual belikan dengan harga yang melambung tinggi. 

Karenanya, ketentuan penimbunan bukan hanya terjadi karena membeli barang 

dengan banyak kemudian menyimpannya. Tetapi, karena membeli barang tersebut 

dengan jumlah yang banyak kemduian menumpuknya untuk menunggu barang 

tersebut mengalami kenaikan, agar dapat menjualnya dengan harga selangit, itulah 

yang kemudian dikatakan penimbunan, meskipun menimbunnya dengan cara 

memborong nya atau dikarenakan hasil buminya yang begitu banyak, sementara 

                                                           
11 Ahmad Faizin Karimi, Membaca Corna, (Jawa Timur, Caremedia Communication, 2006), 

hlm. 388 
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hanyalah ia seorang yang menguasai barang tersebut, ataupun karena langkanya 

barang itu, atau juga menyimpannya untuk kebutuhan industrial. Yang mana hanyalah 

ia yang memiliki industri itu, sebagaimana beragam kasus penimbunan yang terjadi 

dalam sistem kapitalis dewasa ini. Mereka biasanya akan menimbun suatu barang 

dengan melukai semua industri lainnya12. 

Sejak maraknya isu virus Corona, kelangkaan masker maupun hand sanitizer 

juga terjadi. Hal ini diakibatkan adanya dugaan penyimpanan/penimbunan masker 

maupun hand sanitizer oleh pihak-pihak tertentu untuk dijual dengan harga yang jauh 

lebih mahal. Contohnya yang menjadi fenomena adalah penimbunan APD dimasa 

pandemi saat ini, yang mana hal ini tentu saja merugikan banyak pihak dan berdampak 

sangat besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat terutama tenaga medis yang 

berjuang untuk memperkecil jumlah peningkatan covid-19. 

Adapun beberapa sanksi yang mengancam pidana bagi pelaku penimbun barang 

APD ialah diatur dalam: 

1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan13. 

Ketentuan lebih lanjut terkait penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau 

barang penting diatur dengan/ berdasarkan peraturan presiden. 

2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

                                                           
12 Agung Susanto Jurus Jitu Membangun Bisnis Berkah Omset Milyaran, (Yogyakarta, PT. 

Vindra Sushanto Putra,2015) , hlm.235 
13 Lihat Pasal  29 Undang-undang  Nomor 27 Tahun 2014 Tentang  Perdagangan  (Lembar 

Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Nomor 5568) 
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Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat14. 

3. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor. 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan 

Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting15.  

Maka dari penjelasan diatas, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut 

diatas menjadi sebuah tulisan dengan judul “KEBIJAKAN KRIMINAL 

PENANGGULANGAN PENIMBUN ALAT PELINDUNG DIRI DI MASA 

PANDEMI COVID-19”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas mengenai Kebijakan Kriminal Penanggulangan 

Tindak Pidana Penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19 maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penggolongan tindak pidana penimbun Alat Pelindung Diri di masa 

Pandemi Covid-19? 

2. Bagaimana penanggulangan melalui sarana penal dan non penal terhadap tindak 

pidana pelaku penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan oleh penulis, dalam penelitian ini, ialah: 

                                                           
14 Lihat Pasal  4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  (Lembar Negara Republik Indonesia 

tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Nomor 3817) 
15 Lihat Pasal  5 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia 

tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembar Negara Nomor 5512) 
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1. Untuk mengetahui dan menganalis penggolongan sarana pidana yang dapat 

dijatuhi bagi pelaku penimbun Alat Pelindung Diri di masa pandemi Covid-19. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan melalui sarana penal 

dan non penal bagi pelaku penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi 

Covid-19. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Keuntungan yang di harap bisa didapat dari penelitian ini ialah:  

a. Secara praktis hasil dari penelitian  di harapkan bisa dijadikan pedoman untuk 

alat kelengkapan Negara. 

b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharap kan bisa memberi pengkajian ke 

ilmuan kususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal didalam upaya 

menanggulangi pelaku penimbun Alat Pelindung Diri dimasa Pandemi Covid-

19 khususnya di Indonesia. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar bahasan dalam penelitian ini tidak begitu luas, karenanya  pembahasan 

dalam penelitian ini hanya membahas terkait upaya-upaya apa saja yang dapat 

menjerat pelaku penimbun Alat Pelindung Diri dimasa pandemi yang diharapkan agar 

dapat efektif. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori ialah konsepan-konsepan yang memiliki abstraksi hasil 
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pemikiranatau pedoman yang dasarnya bersasaran untuk melakukan identify atas segi-

segi sosial yang penulis anggap relevan16. 

1. Teori Kebijakan Kriminal Hukum Pidana (Penal Policy) 

Marc Ancel menyatakan bahwa “Modern criminal Science” terdiri dari tiga 

komponen yaitu “Criminology, Criminal Law, dan Penal Policy” dikatakannya bahwa 

kebijakan hukum pidana merupakan ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan 

praktis dalam merumuskan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan17. 

Artinya, kebijakan hukum pidana(Penal Policy), bukan lah hanya tehnik per 

undang-undangan yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja akan tetapi lebih dari 

itu haruslah berbuat kegiatan-kegiatan lain dengan beberapa pendekatan seperti 

yuridis,sosiologis,historis, atau beragam cabang ilmu lain termasuk criminology.  

2. Teori Pencegahan Kejahatan 

Teori Pencegahan kejahatan adalah aksi yang di lakukan untuk menghindari 

atau menjaga kemungkinan terjadi nya perbuatan jahat, A Qira Samsudin, melakukan 

tindakan preventif ialah mecegah perbuatan jahat lebih baik dari pada memberikan 

pendidikan kepada penjahat agar baik lagi, karena bukan hanya memperhitungkan 

pengeluaran, akan tetapi ini akan lebih baik dan akan memperoleh hasil yang lebih 

baik pula dalam mencapai tujuan.  

                                                           
16 Abdul Kadir Muhammad, Hukum  dan Penelitian Hukum, (Jakarta, PT. Aditya Bakti, 

2004), hlm. 124 
17 Al-Imarah, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), 

https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1026/889 Diakses 2 September 

2020, Pukul 23:00 WIB 

https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1026/889
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Selanjutnya Bonger mengatakan, cara untuk mencegak perbuatan jahat yang 

paling penting adalah: 

1. Pencegahan perbuatan jahat dalam arti luas, mencakup revormasi dan prevensi 

dalam arti sempit. 

2. Berupaya mengawasi serta mengontrol perbuatan jahat dengan mengupayakan 

membuat sistem organisasi dan kelengkapan kepolisian yang bagus, SPP yang 

jujur, serta peraturan yang baik. 

3. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur18. 

3. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Satjipto Rahardjo berkata, penegakan peraturan merupakan langkah-langkah 

untuk mewujudkan kehendak-kehendak hukum menjadi suatu keadaan yang nyata19. 

JBJM Ten Berge menyebutkan hal-hal yang harus difikirkan secara mendalam 

untuk menegakkan aturan ialah: 

1. Peraturan-peraturan itu haruslah sesedikit mungkin memberi tempat antar 

ragam interpretasi. 

2. Penetapan pengecualian haruslah dibatasi sekecil mungkin.. 

3. Hukum tersebut harus sebisa mungkin diberi arahan kepada kenyataan yang 

secara objektif dapat ditetapkan. 

4. Hukum tersebut haruslah bisa dilakukan bagi siapapun yang terkena aturan 

                                                           
18 Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, (Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia 

1981), hlm.15  
19 Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung, Sinar Baru 1983) hlm. 24  
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tersebut serta mereka yang dibebankan dalam menegakkan aturan itu. 

Melalui kerangka penegakan straafrecht yang dikatakan oleh Sooerjono 

Soekanto terdiri atas tiga tahapan yaitu tahap formulasi, aplikasi, serta pengeksekusi. 

Dalam tahap-tahap berikut  sedikitnya dipengaruhi oleh lima faktor penegakan 

straafrecht itu, antara lain: 

1. Hukumnya. 

2. Penegak Hukumnya, yaitu pihak yang menciptakan atau menerapi hukum. 

3. Fasilitas yang mendorong majunya penegakan hukum. 

4. Warga negara, tempat hukum tersebut dimana diterapkan. 

5. Faktor culture, merupakan akibat dari karya cipta serta rasa yang berdasarkan 

pada karsa orang didalam kehidupan bernegara20. 

 

G. Metode Penelitian 

Di dalam penelitian haruslah memakai cara yang benar agar orang yang melihat 

dapat mengerti tentang jeniskpenelitian, Sumbernya, serta keuntungan penelitian itu 

sehingga dapat dipahami apakah yang menjadi objek didalam ilmu pengetahuan yang 

diteliti. Adapun metode penelitian yang bisa digunakan ialah berikut ini: 

1. Jenis Penelitian 

Didalam melakukan penyusunan skripsi ini, penelitian yang saya pakai ialah 

penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang digunakan dan 

                                                           
20 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum, (Jakarta, Raja 

Grafindo Persada 2007), hlm. 5  
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bertujuan kepada peraturan yang sifatnya tertulis atau sumber-sumber hukum lain. 

Cara penelitian yang di lakukan ini merupakan normatif, yang dalam mengelola dan 

menganalisis data umumnya didasarkan pada peratran undang-undang. Dalam 

penelitian hukum ini, hanyalah mengenal data sekunder yang terdiri atas bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, karenanya dalam 

mengola dan menganalissnya bahan hukum ini tidak dapat melepaskan dirinya dari 

beragam penafsiran yang diketahui dalam ilmu hukum. 

2. Pendekatan Penelitian 

Cara pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis 

sosiologi yaitu meneliti dan mengkonsepkan suatu aturan sebagai isntitusi yang rill 

dan fungsional kedalam kehidupan nyata21. Dalam penelitian yang hendak dilakukan, 

metode pendekatan yang dipakai ialah: 

1. Pendekatan perundang-undangann(Statutehapproach)  

 Dari pendekatan ini dapat dikaji beberapa dokumen yang berkaitan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam penerapannya kedalam suatu 

keadaan tertentu didalam konteksStraafrecht  dengan mengklarifikasi serta seleksi data 

, meakukan perbandingan konsep kedalam suatu keadaan yang ada di dalam Peraturan 

Perundang- Undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan(isu hukum) yang 

dihadapi. 

2.       Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) 

                                                           
21 SoerjonoSoekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta, UI Press, 2007), hlm.51  
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Pendekatan Sosiologis merupakan konsep keseharian yang digunakan untuk 

menunjuk sesuatu yang dipahami secara umum dalam masyarakat. Konsep sosialisasi 

menujuk pada suatu proses mempelajari nilai, norma, peran dan semua persyaratan 

lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam 

masyarakat22. 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penyusunan skripsi ini, data yang di gunakan ialah data yang didapat dari 

hasil penelitian kepustakaan. Dari data tersebut dapat diperoleh dari bahan-bahan 

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.  

Merujuk pada tata cara penyusunan sumber bahan hukum sekunder yaitu 

diperoleh dari studi kepustakaan yang melingkupi dokumen resmi, buku-buku 

perpustakaan, peraturan perundanga-undangan, karya ilmiah, artikel, serta yang 

berkaitan dengan materi yang diteliti. Dari bahan hukum sekunder tersebut terdapat 

tiga bagian, sebagai berikut:   

1. Bahan hukum primer yang dipakai terbagi atas peraturan perundang- undangan, 

catatan resmi, risalah didalam pembuatan perundang-undangan23. Adapun 

didalam penelitian ini penulis menggukan: 

a) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 TentangPerdagangan 

b) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

                                                           
22 Damsar, Pengantar  Sosiologi Pendidikan,  (Jakarta, Kencana, 2011),  hlm. 11 
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta,Kencana Prenada Media Group, 2011), 

hlm. 141 
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Persaingan Usaha Tidak Sehat 

c) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan 

Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular 

e) MaklumatKapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap 

Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Virus CORONA. 

2. Bahan hukum sekunder yang paling penting ialah buku teks, karena buku teks 

berisikan asas-asas dasar ilmu hukum serta pandangan klasik dari berbagai 

kalangan sarjana yang memiliki integritas yang tinggi.24. 

Didalam melakukan penelitian ini, bahanhhukumssekunder mencakup:  

1. Buku-buku ilmiah bidang hukum.  

2. Kumpulan makalah  

3. Journal  

4. Artikel ilmiah 

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberi arahan ataupun kejelasan 

atas bahan hukum primer juga sekunder. Dalam melakukan penelitian ini bahan 

hukum tersier mencakup: 

a. KamusBesarBahasaIndonesia 

b. Kamus hukum 

c. Situs diinternet  

                                                           
24 Mahmud Marzuki, Peneltian Hukum, (Jakarta, Kencana, 2017), hlm. 32 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data di awali dengan menelusuri peraturan per undang-

undangan serta sumber aturan hukum positif lainnya dari hukum yang dianggap  

berkaitan dengan inti dari permasalahn hukum yang dihadapi25. Tehnik 

mengumpulkan data yang berkesinambungan dengan paparan penelitian ini ialah 

document study(studi kepustakaan). Document study merupakan alat untuk 

mengumpulkan bahan hukum dari bahan hukum yang tertuliss dengan “content 

analisys”26. Dalam meneliti ini, memakai hasil dari kepustaka’an, ialah suatu study 

agar bisa mendapat data dengan mengumpulkan data itu kemudian mempelajari 

pengertian, teori, juga pendapat ahli atas segala permasalahan yang berkaitan dengan 

problema yang di bahas di dalam penelitian ini, baik dari berbagai buku, 

perpustaka’an, atau literature dan sumber hukum lain. 

5. Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini di lakukan dengan kualitatif yang artinya 

mengelompokan dan menyeleksi data yang di dapat dalam penelitian yang kemudian 

di hubungkan dengan permasalahan yang ditela’ah didasarkan pada kualitas juga 

kebenarannya di dalam beragam ketentuan peraturan per undang-undangan27. 

6. Penarikan Kesimpulan 

Dalam menarik/menyimpulkan penelitian ini, harus melakukannya melalui 

                                                           
25 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 109 
26. Peter Mahmud Marzuki,  Metode Penelitian Hukum, (Surabaya, CV. Jakad Media 

Publishing, 2014), hlm. 87  
27  Hellaludin, Analisis data Kualitatif,  (Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2009), hlm. 9 
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analisis dan interpretasi data secara sistematis, serta dilengkapi pendapat-pendapat28. 

Pengambilan kesimpulan haruslah berdasarkan pada data yang didapat melalui 

kegiatan penelitian. Kesimpulannya didasarkan atas data-data yang sudah dikumpul 

dan kemudian diproses. Dalam mengambil kesimpulan yang bagus akan meliputi 

empat syarat yaitu: ringkasan argumentasi, singkat, jelas dan meyakinkan.  

                                                           
28 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 121  
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